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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dibahas, peneliti menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pada tahap penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang, belum terjadi 

kesenjangan antara RPJMD serta visi misi kepala daerah dengan rencana kerja 

Dinas Kesehatan Kota Kupang. 

2. Kesenjangan terjadi pada tahap PPAS yaitu dari 13 program yang telah disusun 

pada rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Kupang, hanya terakomodir 10 (76,92%) 

program dan 3 (23,08%) program lainnya tidak diakomodir. 

3. Setelah PPAS, kesenjangan terjadi lagi pada tahap penyusunan RKA dan DPA 

Dinas Kesehatan Kota Kupang. Terdapat 4 (empat) program yang tidak 

terakomodir secara 100% karena adanya penurunan pagu anggaran bagi Dinas 

Kesehatan Kota Kupang. 

4. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan 

penganggaran Bidang Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013-2017 adalah 

ketersediaan pagu anggaran yang tidak mencukupi untuk seluruh program, 

intervensi kepala daerah dan DPRD Kota Kupang, serta kelemahan pada tahap 

perencanaan yang tidak menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah 
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1.2. Saran 

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah 

Kota Kupang sebagai berikut: 

1. Melakukan perencanaan dengan berdasarkan pada RPJMD dan juga hasil 

Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga perencanaan program 

tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah daerah, namun berdasarkan kebutuhan 

masyarakat. 

2. Menjaga komitmen pimpinan, baik Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas 

Kesehatan dan Kepala Bappeda Kota Kupang, dalam hal ini Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah Kota Kupang agar tetap menjadikan program dalam RPJMD 

sebagai program yang perlu diikuti dan dilaksanakan. 

3. Memberlakukan sistem perencanaan dan penganggaran melalui website Pemerintah 

Kota Kupang 

4. Melakukan evaluasi untuk melakukan mengatasi permasalahan inkonsistensi, 

sehingga program yang belum diprioritaskan, dipertimbangkan untuk didanai secara 

bertahap. 
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